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ABSTRACT  

  

  

TRI SATRIO UTIARAHMAN. E1117052. ANALYSIS OF TRANSPARENCY 

AND ACCOUNTABILITY IN ZAKAT FUND MANAGEMENT (A CASE  

STUDY IN BAZNAS BONE BOLANGO REGENCY)  
  

This study aims to analyze the form of transparency and accountability in the 

management of zakat funds. This study takes place at the Office of National Amil 

Zakat Agency (BAZNAS) of Bone Bolango Regency. This study employs a 

qualitative method. The object of the research in this study covers transparency and 

accountability. Data collection is through interviews with the BAZNAS officials of 

Bone Bolango Regency, observation of the activities they carried out, and 

documentation. The analytical technique used in this study is to reduce the data, 

focus on the main problem, and present the data in discussion and draw 

conclusions. The result of the study indicatesthat the transparency of BAZNAS in 

Bone Bolango Regency was good enough, even though not yet maximum. Where 

BAZNAS Bone Bolango Regency is quite open in providing information to the 

public either through the media or direct disclosure at the time of distribution. 

However, it is still not open in terms of publication of financial statements to the 

public. For the accountability of BAZNAS, Bone Bolango Regency is also quite 

good at managing zakat funds, where in carrying out its activities it is based on 

established procedures and regulations. However, for financial reporting, the 

accounting standards of PSAK 109 have not yet been applied, and there has also 

been no auditing of financial statements. 
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ix 
 

  

  

  

  

ABSTRAK  

  

  

TRI SATRIO UTIARAHMAN. E1117052. ANALISIS TRANSPARANSI 

DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT 

(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO)  
  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud Transparansi dan Akuntabilitas 

dalam hal pengelolaan dana zakat. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para pengurus 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, mengobservasi kegiatan yang mereka 

lakukan, dan melakukan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mereduksi data, untuk memfokuskan pada pokok 

permasalahan kemudian menyajikan data dalam bentuk pembahasan dan kemudian 

menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik, namun belum maksimal. Dimana 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup terbuka dalam memberikan 

informasi kepada publik baik melalui media ataupun pengungkapan secara 

langsung pada saat melakukan pendistribusian. Namun, masih belum terbuka dalam 

hal publikasi laporan keuangan kepada publik. Untuk akuntabilitas BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango juga sudah cukup baik dalam mengelola dana zakat, 

dimana dalam melaksanaan kegiatannya sudah berdasarkan prosedur dan regulasi 

yang di tetapkan. Namun untuk pelaporan keuangannya masih belum menerapkan 

standar akuntansi PSAK 109, dan juga belum dilakukannya auditing laporan 

keuangan.  
 

  

Kata kunci: BAZNAS, transparansi, akuntabilitas  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, tujuan utama dari zakat yaitu 

meningkatkan kesejahtraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam 

masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu 

Organisasi Pengelola Zakat, yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat 

secara adil dan merata. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai 

Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. (Rani 

Rahmat dkk, 2017). 

Kewajiban untuk berzakat tercantum dalam QS At-Taubah ayat 103 yang 

artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi 

ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (Q.S At-taubah 103).”  

Zakat merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh dalam ekonomi 

dan sosial di kalangan masyarakat muslim, maka zakat perlu dikelola secara 

profesional. Potensi Zakat di Indonesia (2011) berdasarkan penelitian dari 

BAZNAS dan FEM IPB sekitar 217 triliun rupiah. Angka ini sama dengan 3,4% 

dari PDB Indonesia 2010 (Kemenag, 2013: 3). Namun, jumlah ini masih jauh dari 

yang seharusnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran umat 

Islam Indonesia untuk membayar zakat dan pengelolaan zakat yang perlu 

ditingkatkan (Mutmainah, 2015) 
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Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan 

kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk 

pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha 

dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti 

mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat 

melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari 

keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. 

Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah 

membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, 

zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat 

menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ghofur, 2021). 

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019, Bone Bolango sebagai salah 

satu kabupaten di provinsi Gorontalo memiliki persentasi penduduk muslim 99%. 

Hal ini jelas membuat Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah yang 

mempunyai potensi yang besar akan zakat. Akan tetapi, potensi zakat yang besar 

tidak akan dapat tercapai jika tidak dikelola secara benar. 

Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal 

penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu menekan angka 

kemiskinan. Ditambah dengan pendistribusian yang belum merata, serta para 

mustahiq yang rata-rata dalam penggunaannya masih bersifat konsumtif atau dalam 

artian cuman sekedar di pakai saja, menunjukkan bahwa dana zakat belum mampu 

memperbaiki perekonomian umat. Melihat permasalahan ini, pemerintah dan juga 

masyarakat terdorong untuk membentuk suatu organisasi yang berfungsi untuk 
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menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Maka kemudian dibentuklah suatu organisasi pengelola zakat atau 

yang di sebut OPZ. Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur berdasarkan UU No. 38 

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Kementrian Agama No. 581 

tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat iIslam dan urusan 

Haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. OPZ terdiri 

atas dua yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Untuk mengakomodir potensi zakat di indonesia yang terus berkembang, maka 

pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang 

pengelolaan zakat. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat.  BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah 

yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara 

nasional. Tugas dari BAZNAS diantaranya adalah melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaa pengelolaan 

zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat 

dapat membentuk LAZ. Untuk membentuk LAZ, wajib mendapatkan izin dari 

menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri terlebih dahulu.  

Di Gorontalo sendiri terdapat tujuh BAZNAS yakni : BAZNAS Provinsi 

Gorontalo, BAZNAS Kabupaten Gorontalo, BAZNAS Kabupaten Boalemo, 

BAZNAS Kabupaten Pohuwato, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, BAZNAS 

Kabupaten Gorontalo Utara dan BAZNAS Kota Gorontalo. Serta dua LAZ di Kota 
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Gorontalo yang telah memiliki izin yaitu Baitul Maal Hidayatullah dan Pusat Zakat 

Umat.  

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, diawali dengan pengumpulan dana 

zakat dari muzakki oleh OPZ. Muzakki membayarkan zakat sesuai perhitungan 

kewajiban zakatnya. Berdasarkan hadist dari Ali bin Abi Thalib radiyallahu ’anhu, 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu punya 200 dirham dan 

sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu 

tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memliki 20 dinar. 

Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya 

setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. (HR. Abu Daud). 

Dari penjelasan hadist di atas, Jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki 

adalah 1/40 dari harta.  

Kemudian setelah terkumpul, zakat didistribusikan kepada para mustahiq. 

Dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berbunyi “Sesungguhnya zakat itu hanyalah 

untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 

(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-

Taubah, 9:60). Berdasarkan dalil di atas, ada delapan asnaf yang berhak menerima 

zakat.  Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat ini dapat 

dilakukan hanya apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. 
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Menurut Hafidhudin dalam Afrida (2018), faktor-faktor yang menyebabkan 

tidak optimalnya pengelolaan zakat ada 4 diantaranya : (1) ketidakefektifan 

organisasi pengumpul zakat, (2)  biaya administrasi yang tinggi untuk mengelola 

zakat, (3) kurang efektifnya informasi tentang pentingnya membayar zakat, dan (4) 

ketidakpercayaan para muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).  

Mubtadi, dkk (2017) mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan 

terbesar yang di alami lembaga zakat yaitu kurangnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan karena minimnya 

kesadaran lembaga zakat dalam hal membangun reputasi transparan dan 

akuntabilitas publik. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat bergantung pada 

kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan (Atabik, 2015). 

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak penyampai amanah yang dapat 

menggunakan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan 

dalam semua kegiatan sehingga menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Sedangkan transparansi adalah dasar kebebasan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Mukmin dan Susilawati, 2020) 

Transparansi adalah penyampaian laporan kepada semua pihak baik internal 

maupun external secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan 

mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan 

proses pelaksanaan kegiatan. Dalam Membangun transparansi dalam pengelolaan 

zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga 
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dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga 

zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara 

luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan lembaga untuk meangurangi rasa 

curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. (Rani Rahmat 

dkk, 2017). 

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis dari hubungan antara 

manajemen (agen) dan pemilik (pemberi amanah), yang menghasilkan hubungan 

yang dinamis dalam bentuk hubungan agen-pemberi amanah. Pemberi amanah 

dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada agen untuk melakukan 

kegiatan operasi organisasi. Sebagai konsekuensi dari wewenang ini, agen harus 

melaporkan kegiatannya kepada pemberi amanah. Gray, Owen dan Munders 

mendefinisikan akuntabilitas sebagai persyaratan atau tanggung jawab untuk 

menyediakan laporan (tidak berarti harus laporan keuangan) atau perhitungan 

(reckoning) yang diperlukan dari sebuah tindakan dari si penanggungjawab. Dalam 

hal ini pemberi amanah dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah muzakki 

dan Tuhan. Ini berarti bahwa dalam pengelolaan agen harus bertanggung jawab atas 

penggunaan sumber daya untuk kedua pihak di atas. (Nikmatuniayah, dkk, 2017). 

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan 

hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan 

pemanfaaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk 

membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan 

zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan 
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dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta 

masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu 

mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk 

mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab 

data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak 

pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Ghofur, 

2021). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat 

merupakan pernyataan memiliki tujuan mengelola pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/ sedekah (IAI, 2015). Hal 

inilah yang menjadi tujuan IAI dengan menerbitkan PSAK 109 supaya menjadi 

dasar OPZ dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan 

dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga 

dapat berguna bagi para pemakainya. (Mukmin dan Susilawati, 2020) 

Penelitian ini di lakukan dalam rangka untuk menganalisis transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian 

zakatnya. Dan untuk melihat apakah amil tersebut telah menerapkan pelaporan 

keuangan mereka berdasarkan PSAK 109. Selain itu juga untuk membangun rasa 

kepercayaan dari para muzakki terhadap BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang 

mengelola zakat dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. 
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Berdasarkan penelusuran awal yang penulis lakukan, penulis menemukan 

bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih minim dalam hal melakukan 

publikasi, dimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango belum memiliki website 

untuk mempublikasikan kegiatannya ataupun laporan keuangannya. Selain itu, 

dalam hal pelaporan keuangannya ternyata masih belum mengikuti standar dari 

PSAK 109. Hal ini menjadi tanda tanya besar, mengingat untuk BAZNAS Pusat 

dan BAZNAS dibeberapa daerah lainnya telah menerapkan pelaporan berdasarkan 

standar dari PSAK 109. Mengingat laporan keuangan merupakan bagian dari 

pertanggungjawaban suatu organisasi, maka pelaporannya perlu di buat 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, guna menjamin akuntabilitas suatu 

laporan keuangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul “Analisis 

Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus 

pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Rumusan masalah yang 

di angkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana wujud transparasi yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola dana zakat ? 

2. Bagaimana wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola dana zakat ? 
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1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis wujud transparasi yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola zakat. 

2. Untuk menganalisis wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola zakat. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu 

pengetahuan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

b. Manfaat Praktis 

Penilitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki tata cara 

pengelolaan zakat di instansi terkait. Juga untuk meningkatkan tingkat 

kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat di instansi terkait. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Zakat 

A. Pengertian Zakat 

Zakat dapat diartikan secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa, kata 

zakat memiliki beberapa makna antara lain: bertambah, tumbuh, dan keberkahan. 

Secara istilah, Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah adalah mengeluarkan 

sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahiq, bila 

sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Intinya, 

pada mazhab ini menekankan keharusan adanya nisab dan kesempurnaan status 

kepemilikkan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya 

haul (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan.  (Sarwat, 

2019:3-5) 

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pembayar 

zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran 

zakat dilakukan apabila nisab, haul, syarat, dan lainnya terpenuhi dari harta yang 

memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul maal. 

(Wiyono, 2012). 

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat dapat diartikan sebagai “sejumlah harta 

tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang 
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berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu “. (Supena & Darmuin dalam 

Fairi, 2018). 

B. Dasar Hukum Zakat 

Di dalam Al-Quran, Allah SWT. Telah menyebutkan secara jelas berbagai 

ayat tentang Zakat dan Shalat berjumlah 82 ayat. Zakat dan shalat digunakan 

sebagai lambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan 

hubungan antar seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat 

melambangkan hubungan antar sesama manusia. (Khairina, 2019). 

Beberapa Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di 

antaranya : 

1. Q.S Al-Baqarah, ayat 267 yang berbunyi: 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu.” 

2. Q.S. An-Nisa, ayat 77 yang berbunyi: 

“Dirikanlah Shalat dan bayarkanlah Zakat hartamu”. 

3. Q.S. Al-Maidah, ayat 55 yang berbunyi: 

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 

seraya mereka tunduk (kepada Allah).” 
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4. Q.S. At-Taubah, ayat 103 yang berbunyi: 

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan 

mereka dan menghapuskan kesalahan mereka”.  

 Sedangkan dalam As-Sunah diantaranya : 

1. “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa 

kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani) 

2. “Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan 

diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari) 

C. Syarat Wajib dan Sah Zakat 

Syarat wajib zakat antara lain: 

1. Islam 

2. Merdeka 

3. Berakal dan sudah baligh 

4. Hartanya memenuhi nisab dan haulnya 

Jika seorang muslim telah memenuhi kriteria diatas, maka mereka 

diwajibkan untuk membayar zakat. 

Menurut Hafnizar (2018), syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau 

objek zakat diantaranya:  

1. Halal 

Harta tersebut harus di dapat dengan cara baik dan halal (sesuai dengan 

tuntutan syariah), jika harta tersebut didapatkan dengan cara yang tidak 
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baik (haram), maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek zakat, 

karena Allah Swt tidak akan menerima zakat dari harta yang haram. 

2. Milik Penuh 

Milik penuh artinya objek zakat adalah milik orang itu sepenuhnya 

tanpa adanya hak orang lain dalam objek tersebut 

3. Berkembang 

4. Cukup Nisab 

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena 

kewajiban zakat. Jika seseorang memiliki harta yang kurang dari 

nisabnya, maka orang tersebut dapat mengeluarkan sebagian hartanya 

untuk infaq dan sedekah 

5. Cukup Haul 

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah 

melampaui dua belas bulan qamariyah. 

6. Bebas dari hutang 

7. Lebih dari kebutuhan pokok 

D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 

Menurut Rasjid (2006: 210-211), Orang-orang yang berhak menerima zakat 

hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surah At-

Taubah:60 Allah Swt. Berfirman yang artinya: 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk 
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(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah.” 

Menurut Sarwat (2019) : 

1. Fakir 

Fakir adalah Orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya 

sedikit sekali harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. 

2. Miskin 

Dalam Mazhab Asy-Syafi’iyah miskin diartikan sebagai orang yang 

memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan 

tertentu tetapi belum mencukupi. 

3. ‘Amil 

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan 

bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik 

harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi 

kuasa oleh penguasa. 

4. Muallaf 

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk islam, atau 

sebagai taqrir untuk masuk islam, atau untuk menghindarkan kejahatan 

mereka atas umat islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh 

mereka. 
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5. Budak 

Keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain. Tujuan 

pemberian harta zakat kepada budak tidak lain adalah untuk 

membebaskannya. 

6. Berutang 

Menurut As-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, ada dua kemungkinan orang 

yang berutang yaitu : 

a. Pertama, seseorang yang berutang untuk keperluan dirinya sendiri. 

dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan 

berkecukupan, tidaklah berhak atas zakat 

b. Kedua, seseorang berutang untuk kepentingan pihak lain, seperti untuk 

mengislahkan pihak-pihak yang bersengketa, maka dia berhak atas dana 

zakat untuk menutupi hutangnya itu, tanpa melihat apakah dia miskin 

atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.  

7. Fi Sabillah 

Fi Sabillah adalah mereka yang berjihad atau berperang secara suka rela 

untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi 

atau gaji dari harta kaum muslim (baitul-mal). 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu sabil disebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan, 

khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi 

ke rumahnya.  
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2.1.2. Pengelolaan Zakat 

A. Pengertian Pengelolaan Zakat 

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 

di jelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS 

yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS 

Kabupaten/Kota 

B. Pengumpulan Zakat 

Pengumpulan zakat adalah suatu kegiatan menghimpun atau 

mengumpulkan zakat dari muzakki. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan oleh 

BAZNAS ataupun LAZ. Akan tetapi dalam sistem saat ini masyarakat bisa 

melakukan transfer melalui bank untuk membayarkan zakatnya 

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 dan 22. Dalam pengumpulan 

zakat, zakat yang dibayarkan muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan 

dari penghasilan kena pajak. Untuk perhitungannya bisa dilakukan oleh muzakki 

atau boleh meminta bantuan dari BAZNAS atau LAZ untuk melakukan 

perhitungan. 
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C. Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat 

Kegiatan pendistribusian sering kali berkaitan dengan pendayagunaan, 

karena apa yang didistribusikan perlu disesuaikan dengan pendayagunaan. Yang 

dimaksud dengan pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat 

yang telah dikumpulkan dari muzakki kepada mustahiq. Sedangkan yang dimaksud 

dengan pendayagunan zakat adalah zakat yang didayagunakan untuk usaha 

produktif, yang mana memiliki tujuan untuk mengubah status mustahiq menjadi 

muzakki. 

Menurut Muslim (2015), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, yaitu sebagai berikut. 

1. Amil Zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana 

zakat sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta 

ataupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat. 

2. Amil Zakat harus mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan 

sosial di sekitar domisili OPZ sehingga mampu merumuskan skala prioriats 

golongan penerima zakat yang paling membutuhkan. 

3. Amil Zakat harus mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq. 

2.1.3. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) 

A. Pengertian OPZ 

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur undang-undang nomor 38 

tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU 
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tersebut adalah Badan Amil Zakat ( BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ 

merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang di bentuk oleh 

pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ 

merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat (Muslim, 2015: 337-338). 

B. BAZNAS 

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga yang 

berwewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS 

bertugas melakukan perencanaan, pelaksanakan dan pengendalian dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS terdiri atas 

BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota 

2.1.4. Transparansi 

Transparansi adalah bentuk penyampaian laporan secara terbuka kepada 

semua pihak, terkait pengelolaan dengan melibatkan semua unsur sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. (Rahmat, Atmaja 

dan Sulindawati, 2017).  

Menurut Muhammad Hasan dalam Rahmat dkk (2017). Membangun 

transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik 

antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan 

pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu 

muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan 

lembaga untuk meangurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan 

dapat diminimalisasi. 
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Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan (Tanjung dalam Putri, 2017) 

Transparansi merupakan inti atau nilai utama dari sebuah akuntabilitas. 

Didalam prinsip transparansi menggambarkan dimana sebuah organisasi mampu 

menyediakan dan menjelaskan segala perbuatannya, menjamin akses terhadap 

publik dan mensyaratkan kejelasan dan kebenaran informasi kepada publik. 

(Rachim 2018). 

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di 

Indonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3 

yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, 

rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya 

publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk 

jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan 

khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. 

Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat 

penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.  

Transparansi merupakan aturan dan prosedur yang diberlakukan untuk 

membuat pejabat lembaga bertanggungjawab kepada masyarakat umum dan media 
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massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila 

Undang-Undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya 

akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan 

untuk kepentingan sendiri. (Alfi, 2017) 

Menurut Abdussalam Mahmoed Tapanjeh (2009), Konsep transparansi 

dalam Islam adalah: 

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki. 

2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu 

dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan 

informasi yang akan diberikan. 

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua 

pihak yang membutuhkan informasi. 

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan 

Imam Thabrani : 

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu 

pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. 

Tharbani) 

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan yg dilakukan 

harus tepat, terarah, jelas dan tuntas, yang mana salah satunya merupakan prinsip 

dari transparansi  

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip 

dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good Financial 



21 
 

 
 

Governance yaitu: Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika 

memenuhi kriteria berikut: 

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 

2. Tersedia Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 

3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 

Indikator-indikator transparansi menurut Mardiasmo, yaitu: 

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan 

pengelolaan keungan dan asset. 

2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

asset yang mudah diakses. 

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 

4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat. 

5. Terdapat system pemberian informasi kepada publik. 

Menurut panduan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Wulandari 

(2018) terdapat 6 prinsip dalam transparasi yaitu : 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses 

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan 

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya 

pengembangan proyek 

4. Adanya laporan tahunan 

5. Adanya website atau media publikasi organisasi 

6. Adanya pedoman dalam penyebaran informasi 
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2.1.5. Akuntabilitas 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Akuntabilitas adalah tentang hal-hal 

yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawabannya. 

Akuntabilitas dalam organisasi pengelolaan zakat dapat di lihat dari setiap aktivitas 

pengelolaan dana zakat dengan menghadirkan bukti transaksi ataupun 

menghadrikan saksi ketika proses pencatatan terjadi. (Wulandari, 2018). 

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu untuk 

mengelola sumber-sumber daya publik yang ada untuk menyajikan dan melaporkan 

segala tindak kegiatannya yang dapat menjawab dan menerangkan kinerja suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta 

pertanggungjawaban. (Rachim, 2018) 

Dalam pengertian yang lebih luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai 

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam 

pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan 

bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Menurut Adh- 

Dharir (2005: 73) mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian 

kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan 
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menghilangkan ketidak percayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi 

yang akurat, cepat dan otentik. 

Objek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan 

Lembaga Amil Zakat adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami 

stakeholders mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan 

Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Lembaga 

Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang 

bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut. 

Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel adalah lembaga 

yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan 

yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel 

bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat 

tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholder 

mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka 

pihak manajemen Lembaga Amil Zakat akan tertuntut untuk lebih akuntabel. (Alfi, 

2017) 

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang 

pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia 

merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang 

telah ia kerjakan atau perbuat.  
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Sebagaimana dalam firman Allah (Q.S Al-mudassir : 38) yang artinya : 

“Tiap-tiap diri bertangungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al-

Mudassir: 38)”. 

Menurut Masiyah Kholmi (2012) konsep akuntabilitas mempunyai tiga 

dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam 

dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah 

merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah 

diperbuat manusia maupu alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus 

dipertanggungjawabkan kepada tuhan. 

Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah: 

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan 

kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah 

kepada manusia sebagai seorang khalifah. 

2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil. 

3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar 

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban” (Mardiasmo, 2002). 
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 Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri 

atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2005) menyebutkan bahwa dimensi tersebut 

adalah : 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran  

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran 

terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini 

mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan 

peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya 

secara amanah.  

2. Akuntabilitas proses  

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi 

akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi.  

3. Akuntabilitas program  

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal 

dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan 

dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari 

program yang dilaksanakan. 

4. Akuntabilitas kebijakan  
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Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu 

organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas 

kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan 

keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun 

publik. 

Menurut Sedarmayanti dalam Putri (2017), Indikator dari Akuntabilitas 

yaitu : 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan  

3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan 

negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah 

5. Berkurangnya kasus KKN 

2.1.6. Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109) 

A. Pengakuan dan pengukuran 

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 

2. Zakat yang diterima dari muzakki  diakui sebagai penambah dana 

zakat. 

a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. 

b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas 

tersebut. 
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3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan 

harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang 

diatur dalam PSAK yang relevan. 

4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan 

dana zakat untuk bagian nonamil. 

5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing 

mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 

kebijakan amil. 

6. Jika muzakki menetukan mustahiq yang harus menerima penyaluran 

zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui 

sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan 

ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. 

7. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian 

tersebut. 

8. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai. 

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh 

kelalaian amil. 

b. Pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
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B. Penyaluran Zakat 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 

zakat sebesar : 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 

b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 

C. Penyajian 

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana 

non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) 

D. Pengungkapan 

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 

zakat, tertapi tidak terbatas pada : 

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran, dan penerima; 

2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas 

penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan 

konsistensi kebijakan; 

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

zakat berupa aset non-kas; 

4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; 

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: 

a. Sifat hubungan istimewa; 

b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; 
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c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total 

penyaluran selama periode. 

E. Laporan Keuangan Amil 

1. Neraca (laporan posisi keuangan) 

     Gambar 2.1 
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2. Laporan perubahan dana 

Gambar 2.2 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ “XXX” 

Per 31 Desember 20XX 
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3. Laporan perubahan aset kelolaan 

      Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Laporan arus kas  

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: 

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Entitas Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai 

dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan 

PSAK yang relevan
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2.1.7. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara 

lain : 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Reffilia 

Shinta 

Khuma 

Wulandari 

(2018) 

Analisis 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Pada Organisasi 

Pengelola Zakat 

(Studi Kasus 

Pada BAZNAS 

Kabupaten 

Boloyali). 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Akuntabilitas yang diterapkan oleh 

BAZNAS Boloyali diantaranya 

mematuhi tata cara pendirian 

BAZNAS Kabupaten/ kota., 

pembentukan beberapa devisi untuk 

penyaluran zakat dalam 

melaksanakan tugas, adanya 

pencatatan disetiap transaksi, adanya 

strategi dalam pengumpulan hingga 

penyaluran zakat, adanya laporan 

keuangan. Sedangakan penerapan 

transparansinya diantaranya 

mendokumentasikan kegiatan yang 

dilakukan melalui media sosial , 

adanya laporan keuangan yang 

dipertanggungjawabkan kepada 

BAZNAS Provinsi, pemerintah 

daerah serta muzzakki OPD, 

informasi yang dipublikasikan dapat 

dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

2 

Rizky 

Gita Sari 

Putri 

(2017) 

Analisis 

Implementasi 

Prinsip 

Transparasi dan 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Pengelolaan 

Zakat pada 

Badan Amil 

Metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar 

telah menerapkan prinsip transparasi 

dengan indikator adanya informasi 

yang mudah dipahami dan mudah 

diakses oleh masyarakat khususnya 

muzakki. Amil ini juga telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas 

yang diukur dengan indikator adanya 
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Zakat Kota 

Blitar 

kesesuaian antara pelaksanaan 

dengan standar prosedur pelaksanaan. 

3 

Hasrullah 

Rachim 

(2018) 

Analisis 

Akuntabilitas 

Dalam 

Pengelolaan 

Zakat di 

BAZNAS 

Kabupaten 

Mamuju 

Metode 

pendekatan 

deskriptif 

analitik 

dengan 

teknik 

kualitatif 

. Hasil temuannya adalah 

akuntabilitas dalam pengelolaan 

zakat di BAZNAS Kabupaten 

Mamuju sudah cukup baik, namun 

belum maksimal.  Diketahui bahwa 

informasi mengenai laporan 

keuangan dan kegiatan sudah ada, 

namun masyarakat masih sulit 

memperolehnya. Hal tersebut 

disebabkan masih kurangnya sarana 

penyebaran informasi. Sementara 

untuk pengontrolan yang dilakukan 

oleh satuan audit internal sudah 

berjalan dengan baik. 

4 

Rani 

Rahmat 

dkk 

(2017) 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan ZIS 

(Studi Kasus 

Pada BAZNAS 

Kabupaten 

Buleleng) 

Metode 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Pengelolaan dana ZIS sudah sesuai 

syariat islam dan peraturan 

perundangan yang berlaku, UPZ 

bertugas mengumpulkan dana zakat 

dari para muzakki, Penggunaan 

sistem SIMBA guna menyajikan 

pelaporan secara efektif dan efisien 

5 

Indrarini 

dan Nanda 

(2017) 

Transparansi 

Dan 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

Lembaga 

Amil Zakat: 

Perspektif 

Muzaki UPZ 

BNI Syariah 

Metode 

Kualitaif 

Deskriptif 

Muzaki UPZ BNI Syariah menilai 

bahwa UPZ BNI Syariah belum 

akuntabel dan transparan dalam 

pengelolaan dana zakatnya. Ketidak 

transparan dan akuntabel UPZ 

tercemin dari tidak adanya publikasi 

laporan keuagan baik melalui media 

cetak (majalah/brosur) dan web, tidak 

adanya pelaporan kegiatan yang 

dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya 

laporan mustahiq yang menerima 

zakat. 
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2.2. Kerangka Pikir 

 

                          

 

 

       

    

       

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Bagan Kerangka Pemikiran 

 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

Transparasi Akuntabilitas 

Hasil Analisis Dan 

Pembahasan 

Kesimpulan 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang 

diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah 

transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten 

Bone Bolango.  

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang pelu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. rasional berarti kegiatan dilakukan 

dengan cara yang masuk akal, sehingga tejangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berati 

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu 

yang bersifat logis. (Sugiyono, 2015).  

3.2.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang dimintai, di 

dukung dengan studi literature atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman 
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kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong 

dalam Rahmat, dkk, 2017). 

3.2.2. Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

 Variabel Indikator 

Badan Amil 

Zakat Nasional 

Kabupaten Bone 

Bolango 

Transparansi 

(Pedoman Akuntabilitas 

Pengelolaan Bantuan 

Kemanusiaan Di 

Indonesia, 2011) 

1. Adanya informasi yang mudah 

dipahami dan mudah diakses.  

2. Adanya publikasi dan media mengenai 

proses kegiatan dan detail keuangan  

3. Adanya laporan berkala mengenai 

pendayagunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek  

Akuntabilitas 

(Mardiasmo, 2005) 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

2. Akuntabilitas Proses  

3. Akuntabilitas Program 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Sumber : Wulandari (2018), Putri (2017) 

3.2.3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. (Sugiyono dalam Wulandari 2018). Dalam Penelitian 

ini, data primernya berupa wawancara dan observasi yang secara 

langsung di lakukan di lapangan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat 

dokumen. (Sugiyono dalam Wulandari, 2018). Dalam penelitian ini, 
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data sekundernya berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango, bagan struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang relevan 

dengan penelitian. 

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya 

(Riduwan, 2018:102). Dalam penelitian ini, peneliti memilih para 

pengurus zakat di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal untuk 

melakukan wawancara. 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 

2018:104). Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat secara 

langsung proses kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penlitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 

penelitian. (Riduwan, 2018:105) 
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3.2.5. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah para pengurus di 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. Diantaranya : 

No Nama Informan Jabatan 

1 H. Faisal Pakaya, S.Hi Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan 

2 H. Syarifudin Karim, S.Pd 
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan 

3 Drs. H. Adam K. Tadu, M.Pd.I 

Wakil Ketua III Bagian perencanaan, 

keuangan, dan pelaporan. Rangkap bagian 

administrasi, SDM, dan umum 

 

3.2.6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif, untuk menganalisa 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten 

Bone Bolango. Menurut Miles dan Huberman dalam Wulandari (2018) ada tiga 

tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yakni :  

1. Reduksi data  

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok 

kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan 

polanya. Hal Wawancara Observasi Dokumen ini akan memberikan 

gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan 

data. 
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2. Paparan data  

Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan 

merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat 

terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.1.1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango telah 

terbentuk kepengurusan periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Bupati Bone 

Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango periode 2017-2022. Sebagai 

kelanjutan dari pengurus sebelumnya sejak tahun 2003, melalui SK Bupati nomor 

112 tahun 2003. 

Dalam perjalannya, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah mengalami 

kemajuan dari tahun ke tahun, meskipun demikian masih diakui adanya kelemahan 

dalam pengembangannya. Pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah 

membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada dinas/instansi/lembaga 

dalam menunjang proses pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulan zakat. 

Dengan harapan agar kedepannya semakin meningkat sehingga dapat membantu 

memajukan pembangunan terutama dalam hal penuntasan kemiskinan di 

Kabupaten Bone Bolango. 

1.1.2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

A. Visi  

“Terwujudnya optimalisasi himpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 

secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim”. 
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B. Misi 

1. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran 

zakat. 

2. Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian Zakat melalui upaya 

pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif. 

3. Mengarahkan dan membina mustahiq (penerima zakat) menjadi 

muzakki yang Ta’at dan Taqwa kepada Allah SWT. 

1.1.3. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

A. Tujuan 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat bone bolango untuk berzakat 

2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan melalui 

pendayagunaan zakat 

3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki 

4. Mengembangkan budaya memberi daripada menerima 

5. Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yang amanah dan 

profesional 

6. Memperkuat jaringan pengelola zakat 

B. Fungsi 

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat 

2. Pelaporan dan pertanggung pelaksanaan pengelolaan zakat 

3. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ 

berskala kabupaten 
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1.1.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 
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1.1.5. Tupoksi 

Berdasarkan PERBUP Bone Bolango nomor 30 tahun 2017 tentang 

pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 11 tahun 2012 

tentang pengelolaan zakat. Tupoksi dari anggota BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango adalah sebagai berikut. 

1. Ketua 

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango 

2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan 

Bidang pengumpulan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan 

pengumpulan zakat. 

Dalam menjalankan tugas, bidang pengumpulan memiliki fungsi : 

a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan data muzakki 

c. Pelaksanaan kampanye zakat 

d. Pelaksanaan pengendalian pengumpulan zakat 

e. Pelaksanaan pelayanan muzakki 

f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat 

g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat 

h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan 

muzakki 

i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten 
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3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Dalam menjalankan tugasnya, bidang pensitribusian dan 

pendayagunaan memiliki fungsi: 

a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq 

c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat 

d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat  

e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat 

f. Koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tibgkat 

kabupaten 

4. Wakil Ketua III Bidang Keuangan, Pelaporan, SDM, Administrasi dan 

Umum 

Bidang keuangan, pelaporan, SDM, Administrasi dan Umum 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, pelaporan, 

administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian 

rekomendasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keuangan, Pelaporan, SDM, 

Administrasi dan Umum menjalankan fungsi : 



46 
 

 
 

a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat 

kabupaten 

b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten 

c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencanan 

pengelolaan zakat kabupaten  

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten 

e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja 

BAZNAS Kabupaten 

g. Penyiapan penyusunan laporan zakat tingkat kabupaten 

h. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten 

i. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten 

j. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten 

k. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten 

l. Pelaksanaan administrasi perkantoran amil BAZNAS Kabupaten 

m. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

BAZNAS Kabupaten 

n. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

BAZNAS Kabupaten 

o. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan 

aset BAZNAS Kabupaten 

p. Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala 

provinsi di kabupaten 
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1.2. Hasil Penelitian 

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data di kantor 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan teknik wawancara dan juga 

melakukan observasi untuk melihat kinerja dari BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango baik turun langsung di lapangan maupun mengobserve melalui media 

sosial serta mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Adapun Hasil penelitian tentang Penerapan Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango di bahas pada sub-bab berikut. 

1.2.1. Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango 

1. Adanya informasi yang mudah di pahami dan mudah diakses 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan informasi seputar 

kegiatan BAZNAS secara terbuka kepada publik dan juga mudah diakses melalui 

media sosial berupa facebook. Selain itu pada saat melakukan pendistribusian, 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, memberikan informasi berupa jumlah dana 

yang terkumpul dengan yang di distribusikan. Dalam Wawancara peneliti 

menanyakan Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan open access 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi? Amil (1) dan (3) menjawab : 

“Ya, jadi kami terbuka kepada masyarakat tentang khususnya bidang 

pendapatan atau pengumpulan itu kami umumkan kepada masyarakat. 

cuman kami belum punya website, tetapi kami punya fanpage BAZNAS 

Bone Bolango, disitu kami tampilkan pendapatan dan juga pengeluaran 

kami. Selain itu juga pada saat menyalurkan itu kami lakukan ditempat 

terbuka, supaya masyarakat bisa melihat secara langsung.” 
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Hal ini di buktikan sendiri oleh peneliti melalui observasi bahwa memang 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan informasi secara terbuka seputar 

kegiatan BAZNAS melalui media facebook. Dan juga pada saat BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango melakukan pendistribusian BLT pada tanggal 12 Oktober 

2020, mereka (BAZNAS) mengungkapkan dana yang mereka kumpulkan pada 

periode tersebut dan berapa jumlah anggaran yang mereka distribusikan untuk 

program bantuan BLT tersebut. 

Hal senada juga disampaikan mustahiq (1), dimana pada saat 

pendistribusian bantuan yang dilakukan di lapangan ipot, Tapa (Agustus 2021). 

BAZNAS pada saat itu menyampaikan informasi terkait dana yang mereka 

kumpulkan, yang kemudian mereka anggarkan untuk bantuan salah satunya 

bantuan gerobak jualan, itu sekitar 30 lebih gerobak yang diberikan pada saat itu, 

untuk setiap gerobaknya di anggarkan 4 juta rupiah. 

Kesimpulan peneliti untuk indikator ini, bentuk transparansi yang dilakukan 

BAZNAS Bone Bolango, adalah dengan mengungkapkan jumlah dana yang 

mereka kumpulkan dan distribusikan, baik itu melalui media maupun diumumkan 

pada saat pendistribusian 

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan  

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempublikasikan kegiatannya 

menggunakan media facebook, selain itu juga BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

bekerja sama dengan diskominfo untuk mempublikasikan kegiatannya melalui situs 

info publik.  Dalam Wawancara, peneliti menanyakan apakah BAZNAS Kabupaten 
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Bone Bolango mempublikasikan hasil kegiatannya kepada publik? Amil (1) 

menjawab : 

“Kami mempublikasikan kegiatan kami di fanpage kami, untuk saat ini 

fanpage kami hanya fokus pada Facebook, tapi kalau misalkan kami 

membutuhkan untuk mengumumkan segala kegiatan itu kami berkoordinasi 

dengan kominfo untuk membuat info publik, untuk media koran juga dan 

sebagainya. 

 

 Hal ini juga dibuktikan oleh Peneliti ketika melakukan observasi melalui 

pencarian data di facebook (Di Akses Tanggal 27 Oktober 2021). Peneliti 

menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar telah melakukan 

publikasi setiap kegiatannya di Halaman Facebook BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango, yang dipublikasikan BAZNAS Bone Bolango antara lain berupa 

dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan, detail keuangan dalam hal 

pendistribusian dan lain sebagainya. Postingannya dapat dilihat melalui link berikut 

: https://www.facebook.com/Baznasbonebolango. Dan juga berdasarkan searching 

informasi di google, di temukan memang ada seputar informasi terkait kegiatan 

BAZNAS di situs https://infopublik.id 

https://www.facebook.com/Baznasbonebolango
https://infopublik.id/
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Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Covid 

 

Gambar 4.3 Angka Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 
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3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat beberapa laporan seputar 

pelaksanaan kegiatannya. Dalam Wawancara peneliti menanyakan Apakah 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan tahunan dan laporan berkala 

per peroide? bapak H. Faisal Pakaya, S.Hi. menyampaikan : 

“Ya Kami membuat laporan keuangan, kami membuat laporannya itu, ada 

yang tiap semester (tiap 6 bulan) ada juga yang per tahunnya. Dan juga kami 

ada Laporan RKAT. Misalkan untuk tahun 2020 ini, laporan RKAT nya 

pada bulan november.” 

 

 Untuk Laporan RKAT itu sendiri berisi seluruh kegiatan dan realisasi 

anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam 1 (satu) tahun. Laporannya 

mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang dibuat pada saat rapat 

RKAT. 

 Berdasarkan dari hasil perolehan dokumen yang berhasil di kumpulkan 

peneliti. Untuk pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango diantaranya : 

Laporan Per Tahun, Laporan Per Semester, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan 

Zakat, Dan Laporan Rencana dan Realisasi Program Kegiatan BAZNAS. 

 Menurut keterangan amil (3) Untuk Laporan Keuangan itu sendiri masih 

belum di Publikasikan kepada publik. Karena sifatnya yang rahasia. Namun sebagai 

pertanggungjawaban, pihak eksternal yang dapat melihat laporan keuangan 

hanyalah BAZNAS Provinsi dan Bupati. 
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1.2.2. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 

Akuntabilitas hukum BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dilihat dari 

legalitasnya. Berdasarkan wawancara dengan amil (1) tentang apa landasan hukum 

berdinya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. beliau menyampaikan : 

“Kalau BAZNAS ini kan badan struktural, yang dulunya namanya itu BAZDA. Dan 

secara nasional BAZDA sudah dibentuk sejak 2001. Seiring berjalannya waktu 

berganti menjadi BAZNAS. Berdasarkan Keputusan Kementrian Agama tahun 

2009 sudah dibentuk BAZNAS Provinsi. Untuk BAZNAS kabupaten sendiri itu 

berdasarkan keputusan DIRJEN BIRMAS ISLAM Kementrian Agama. Untuk 

Bone Bolango sendiri karena dulunya masih BAZDA, itu masih satu dengan 

kementrian agama, itu karena di kementrian agama pada waktu itu ada seksi zakat 

dan waqaf. Namun dengan terbitnya PERDA Bone Bolango No. 11 tahun 2012 

BAZNAS Bone Bolango dibentuk.” 

 

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dalam laporan BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango. Dicantumkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango terbentuk berdasarkan landasan hukum berikut Keputusan Bupati Bone 

Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022 

Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

sudah terbentuk beberapa devisi untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini di lakukan 

untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat 

yang dilakukan oleh amil / karyawan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. 

berdasarkan wawancara dengan amil (1), beliau menjawab 
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“Ya, jadi pada saat pembentukkan itu, masing-masing dari kami sudah 

diberi tugas tersendiri, ada yang mengurus bagian pengumpulan, ada juga 

yang mengurus bagian pendistribusian, ada juga yang mengurus bagian 

pelaporan. Kami juga punya SOP di situ bisa dilihat tugas dan fungsi dari 

masing-masing bagian.” 

 

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan, untuk pembagian tugas di 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, itu tercantum dalam PERBUP Bone Bolango 

No. 30 tahun 2017 tentang pelaksanaan PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 11 

tahun 2012 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Kegiatan Umum BAZNAS Kabupaten Bone Bolango Periode 

2017-2022. 

Terkait Akuntabilitas Kejujuran dilihat pada proses pelaksanaan 

pengumpulan dan pendistribusian, bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian 

memberikan catatan beserta bukti pembayaran dam penerimaan kepada bagian 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut di jawab langsung oleh 

bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango: 

“Pada saat pengumpulan itu uangnya kan langsung di setor ke bank sulut-

go, bagian pengumpulan tiap bulannya meminta bukti transaksi kepada 

bank kemudian di serahkan ke saya yang bagian keuangan. Kemudian untuk 

bidang pendistribusian, mereka memberikan catatan beserta bukti 

pengeluran pada saat dilakukannya penyaluran bantuan”. 

 

Dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memiliki 

legalitas hukum dalam pendiriannya dan juga pelaksanaan tugasnya sudah 

berdasarkan SK dan SOP yang berlaku, 
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2. Akuntabilitas proses 

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

melakukan beberapa prosedur diantaranya melakukan pengumpulan zakat 

kemudian melakukan pendistribusian. 

Peneliti menanyakan bagaimana prosedur pengumpulan zakat yang 

dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? amil (1) menjawab : 

“Untuk pengumpulannya sendiri, Semestinya di setiap BAZNAS itu ada 

Unit Pengumpul Zakat atau UPZ. Namun secara umum untuk di Gorontalo 

sendiri masih mengandalkan zakat dari ASN. Kami juga sudah membuat 

SK UPZ untuk sekitar 8 OPD namun itu kurang efektif. Sehingga yang lebih 

efektif itu dari bendahara langsung yang mengumpulkan. Untuk zakatnya 

sendiri di ambil dari 2,5 % dari penghasilan, pak bupati juga mewajibkan 

adanya infaq/sedekah setiap tanggal 2 tiap bulannya. Namun kadang 

mengalami fluktuasi sehingga ketika mengalami penurunan perlu di 

ingatkan lagi. Diknas merupakan sumber tertinggi dari pengumpulan zakat 

angkanya bisa di kisaran 130-170 juta. Namun, untuk pengusaha swasta 

masih belum membayar zakat oleh karena itu masih butuh pendekatan lebih 

persuasif.  Selain itu kami juga menyediakan aplikasi QRIS yang bisa 

digunakan untuk membayarkan infak dan sedekah secara online.” 

 

 Kemudian lebih lanjut dilengkapi oleh amil (3), bahwa dalam pengumpulan 

zakatnya, orang yang diwajibkan untuk membayar zakatnya hanyalah orang yang 

sudah mencukupi nishab dan haulnya. Untuk zakat penghasilan sendiri, itu 

nishabnya setara dengan 85 gram emas. Misalkan jika harga emasnya sekitar 800 

ribu/gram. Maka, orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang penghasilan 

dalam satu tahun diatas Rp. 68.000.000. ASN yang memiliki gaji tersebut rata-rata 

pada golongan IV A keatas. Untuk zakatnya mereka dikenakan 2,5 % dari gajinya 

itu. Sedangkan untuk para ASN yang gajinya belum mencapai angka tersebut maka 

mereka hanya membayar infaq/sedekah. Untuk Pengumpulannya sendiri, itu 
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Seluruh OPD melakukan setoran langsung kepada Bank Sulut-Go, kemudian setiap 

bulannya Bank mengirim Rekening Koran beserta slip pembayaran kepada 

BAZNAS Bone Bolango sebagai bukti pembayaran. 

 Berdasarkan keterangan dari muzakki (1) dan (2) yang mana 

penghasilannya belum mencapai nishab. bahwa potongan zakat 2,5 % diberlakukan 

hanya pada saat penerimaan gaji 13. 

 Berdasarkan regulasi yang tercantum pada PERBUP Bone Bolango Nomor 

30 tahun 2017. Disebutkan bahwa nishab zakat profesi/penghasilan adalah setara 

dengan 85 gram emas dalam setahun dan untuk kadar zakatnya sebesar 2,5% dari 

penghasilan. Dan jika penghasilan tidak mencapai nishab dalam setahun, maka 

hanya diwajibkan untuk membayar infaq. Kesimpulan peneliti dalam hal ini, bahwa 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengumpulan berdasarkan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

 Terkait Pendistribusian, peneliti menanyakan Bagaimana tahapan prosedur 

yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terkait pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat? Amil (2) menyampaikan 

“Prosedurnya itu diantaranya : Yang pertama pemohon menyampaikan 

permohonan ke tingkat kecamatan/desa, Kemudian pemohon mengisi surat 

pengajuan permohonan melalui surat pernyataan dari kades/camat, 

kemudian mengisi Fakta Integritas BAZNAS, Dilengkapi dengan Fotocopy 

KTP, Kartu Keluarga dan Foto Usaha, Kemudian akan direkap oleh bagian 

pendistribusian dan pendayagunaan dan setelah kami seleksi apakah benar-

benar layak diberikan bantuan, kemudian kami lakukan pendistribusian.” 

 

Terkait proses seleksinya, amil (3) menjelaskan : 
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“Itu kami rapatkan, biasanya di kantor camat ada agenda rutin kayak rapat 

tiap minggu yang mengundang semua kepala desa. Itu kalau ada permintaan 

bantuan, di rapat itu akan dimusyawarahkan, misalkan untuk tahun ini tiap 

kecamatan ada 3 paket bantuan untuk membangun usaha kecil. Di rapat itu 

juga untuk menetukan yang mana yang perlu diprioritaskan, berdasarkan 

hasil rekapan dari bidang pendistribusian” 

 

Untuk kategori orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) berdasarkan 

yang tercantum dalam PERDA Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 yaitu : orang-

orang fakir, orang-orang miskin, amil (yang mengurus zakat), muallaf, hamba yang 

hendak memerdekakan dirinya, orang-orang yang berutang, untuk dibelanjakan di 

jalan Allah, dan musafir.  Selain itu juga terdapat pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yang 

berbunyi “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk 

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah, 9:60). 

Berdasarkan uraian diatas, prosedur penyaluran yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar-benar selektif, sehingga dalam hal 

penyaluran tidak salah sasaran. 

Dalam pengelolaan zakat, di butuhkan pencatatan akuntansi sebagai 

pegangan ataupun bukti dalam mempertanggungjawaban kegiatan pengelolaan 

zakat. Peneliti menanyakan Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango terkait pencatatan prosedur akuntansi? Amil (1) 

menjawab : 
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“Untuk BAZNAS itu ada SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Jadi 

SIMBA ini terconnect secara nasional. Pendapatan, pengeluaran dan semua 

perhitungannya semuanya ada disitu. Selain itu kami juga melakukan 

pencatatan secara manual terhadap semua pendistribusian Untuk 

pengumpulan sendiri pencatatannya itu ada yang langsung dari Bank 

kemudian diberikan kepada bendahara beserta slip-nya. Karena dalam 

undang-undang di sebutkan bahwa mereka yang membayar zakat itu dapat 

mengurangi pajak. Untuk aset yang non-kas(Barang, Pakaian dsb.) itu kami 

terima hanya untuk bencana saja. Itupun kami langsung serahkan kepada 

dinas sosial. Kami(BAZNAS) lebih ke dalam bentuk uang langsung (Kas).” 

 

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam pencatatan 

akuntansinya ada yang secara manual, ada juga yang menggunakan sistem SIMBA. 

SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk keperluan penyimpanan data 

dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Beberapa fitur yang 

dimiliki SIMBA adalah : 

a. Penghimpunan dana ZIS 

b. Penyaluran dan penggunaan dana ZIS  

c. Pencatatan aset  

d. Mencetak bukti setor zakat  

e. Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat)  

f. Manajemen anggaran  

g. Mencetak 89 jenis laporan yang standard. 

Lebih lanjut amil (3) menambahkan : 

“Pengurus BAZNAS menyediakan nomor rekening di Bank Sulut-Go bagi 

para donatur ZIS yang ingin menyetor sekaligus memperoleh slip tanda 

bukti penyetoran. Kemudian pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

setiap bulannya memohon kepada Bank Sulut-Go untuk mencetak atau print 

out rekening BAZNAS Bone Bolango dalam rangka mengantisipasi 

permintaan tanda bukti oleh para donatur. Jadi, untuk pencatatannya kami 

mengacu pada rekening koran dari bank. Contohnya seperti ini! (Gambar 
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4.4) semua catatan total dana dari muzakki yang masuk itu yang kami 

masukkan dalam laporan kami” 

 

Gambar 4.4 Rekening Koran Muzakki 
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3. Akuntabilitas program 

Visi dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah “Terwujudnya 

optimalisasi himpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terpadu 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim”. Untuk mencapai visi 

tersebut, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melakukan beberapa program 

diantaranya melalui optimalisasi proses pengumpulan dana zakat. Dalam 

wawancara, apakah setiap tahunnya jumlah dana yang terkumpul mengalami 

peningkatan? amil (1) menjawab: 

“Alhamdulillah mengalami peningkatan. Dari awal kami menjabat 2017 itu 

terkumpul sekitar 70 juta sekian. begitu 2018 ada gerakan yang 

mendapatkan rekor muri dari bupati, itu 5 menit, 5000 ASN, 500 juta itu 

dilakukan kala memperingati hari patriotik 23 januari mulai dari situ kami 

mengalami peningkatan sampai 800 jutaan”. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, program 5 menit, 5000 ASN, 500 juta 

yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sukses menaikkan secara 

signifikan jumlah dana yang terkumpul hingga mencapai 1000% . 

Kemudian dalam hal pendistribusian, Amil (1) BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango telah membuat beberapa Program yang mana telah disesuaikan dengan 8 

asnaf diantaranya : 

a. Bone Bolango Cemerlang (BBC) sebagai program penunjang pendidikan 

b. Bone Bolango Sehat (BBS) sebagai program kesehatan untuk kaum 

dhu’afa 

c. Bone Bolango Qurani (BBQ) sebagai program dakwah dan generasi 

quran 
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d. Bone Bolango Bermartabat (BBM) sebagai program pendayagunaan dan 

pemberdayaan 

e. Bone Bolango Peduli (BBP) sebagai program kemanusiaan dan 

penanggulangan musibah 

Lebih lanjut amil (3) menambahkan bahwa untuk programnya ditentukan 

berdasarkan hasil dari RKAT. Dan strategi pelaksanaan semua programnya sudah 

disusun dalam RKAT dengan berpedoman berdasarkan PERBAZNAS. Namun ada 

terdapat beberapa hambatan dalam proses pendistribusian salah satu diantaranya 

adalah masalah jangkauan wilayah terutama untuk kecamatan pinogu. 

Berdasarkan uraian diatas, akuntabilitas program yang dilakukan BAZNAS 

Bone Bolango adalah melaksanakan program berdasarkan visi organisasi serta 

adanya strategi dalam melaksanakan programnya. 

4. Akuntabilitas kebijakan 

Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam 

mempertanggungjawabkan kegiatannya adalah dengan melaporkan hasil 

kegiatannya kepada pemerintah kabupaten bone bolango dan masyarakat. 

Peneliti menanyakan bagaimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat ? amil (1) 

menyampaikan: 

“Untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah Pertanggungjawabannya itu dalam 

bentuk laporan, untuk laporannya itu ada yang per semester ada juga yang tahunan. 

Laporannya itu kami serahkan kepada sekda kemudian diteruskan kepada pak 

bupati. Sedangkan kepada masyarakat pertanggungjawabannya itu kami hanya 

mengungkapkan jumlah pendapatan dan pengelurannya. Pengungkapannya ada 
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yang melalui media (fanpage fb) dan juga biasanya sebelum penyerahan kami 

sampaikan dulu kepada masyarakat bahwa uang ini berasal dari ini dan sebagainya”  

 

Hal senada juga disampaikan oleh amil (3): 

“Pertanggungjawaban kepada pemerintah adalah dengan membuat tembusan 

semua laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada pak bupati. Sedangkan 

pertanggungjawaban kami kepada masyarakat seperti ketika kita melakukan 

penyaluran, kita lakukan di tempat terbuka sehingga masyarakat bisa melihat secara 

langsung, seperti inilah bentuk pertanggungjawaban kami dalam mengelola dana 

zakat” 

 

Hal tersebut dibenarkan oleh mustahiq (1), bahwa pada saat menerima 

bantuan (Bulan Agustus 2021), BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar telah 

mengungkapkan jumlah dana zakat yang mereka kumpulkan dan distribusikan. 

Namun tidak mempublikasikan laporan keuangannya kepada kami (para mustahiq) 

Terkait pelaporan kepada Pemerintah, menanyakan Bagaimana pelaporan 

yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? amil (3) menjawab : 

“Kami membuat : Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan tiap 

Semester atau tiap 6 bulan, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan 

Laporan rencana dan realisasi program kegiatan BAZNAS. Laporannya 

kami sampaikan ke BAZNAS Pusat lewat BAZNAS Provinsi dan juga 

tembusan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah.” 

 

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : 

BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan 

zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi 

dan Pemerintah Daerah secara berkala. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pertanggungjawaban 

kebijakannya berdasarkan regulasi tersebut. 
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Namun meskipun demikian, pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango agar kiranya perlu di tingkatkan lagi. 

Berdasarkan dokumen laporan keuangan tahunan yang di dapatkan peneliti, peneliti 

menemukan bahwa untuk laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango masih belum menggunakan standar PSAK 109. Mengingat sejumlah 

BAZNAS di Indonesia telah menerapkan pelaporan berdasarkan standar tersebut, 

maka saran saya sebagai peneliti agar kiranya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

menerapkan pelaporan berdasarkan standar PSAK 109. Untuk konsepnya sendiri 

bisa dilihat pada BAB 2, Sub-bab Perlakukan Akuntansi Zakat (PSAK 109). Selain 

itu saran saya sebagai peneliti agar kiranya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

mengaudit laporan keuangannya. Tujuannya agar laporan yang dibuat sudah 

terjamin nilai akuntabilitasnya karena sudah di audit. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pembahasan Transparansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di 

Indonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3 

yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, 

rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya 

publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk 

jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan 

khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. 

Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat 
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penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Berdasarkan uraian hasil 

penelitian di atas, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup transparan 

dalam mempublikasikan informasi. Karena sebagian besar wujud transparansi yang 

dilakukan sudah sesuai indikator diatas. diantaranya : 

1. Memberikan informasi secara terbuka berupa jumlah dana yang terkumpul dan 

di distribusikan. Informasinya di ungkap pada media sosial facebook 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango maupun mengumumkan secara langsung 

pada saat pendistribusian dilakukan. Selain itu, Mekanisme penyaluran 

bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango umumnya 

dilakukan secara terbuka dan dapat di saksikan oleh masyarakat secara 

langsung sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana 

cara mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. 

2. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango menggunakan media berupa Facebook 

dan situs info publik dalam mempublikasikan kegiatannya, dalam beberapa 

postingannya dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango Cukup 

Aktif dalam menyalurkan bantuannya beberapa diantaranya bantuan untuk 

Covid-19, bantuan bencana alam, dan sebagainya selain itu dalam salah satu 

postingannya juga ditampilkan detail keuangan jumlah angka yang disalurkan 

oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, namun untuk detail nama donatur 

tidak di cantumkan.  

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan amil serta dokumen yang dikumpulkan 

peneliti, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat Laporan tahunan, 

Laporan Per Semester dan Laporan RKAT. Namun sayangnya yang dapat 
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mengaskses laporan tersebut hanyalah BAZNAS Provinsi dan Bupati dan tidak 

disebarkan kepada masyarakat umum. Untuk indikator ini, BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango masih belum transparan. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini berbanding lurus dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hasrullah Rachim (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat 

Kabupaten Mamuju. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Informasi 

mengenai bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sering diumumkan di 

tempat umum sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui bagaimana cara 

mendapatkan bantuan dari BAZ Kabupaten Mamuju, Publikasi laporan kegiatan 

BAZ Kabupaten Mamuju hanya dilakukan melalui media sosial Facebook. BAZ 

Kabupaten Mamuju membuat laporan berkala dan juga setiap tahunnya membuat 

laporan tahunan, namun laporan tersebut hanya dikirimkan kepada instansi seperti 

bupati, kementrian agama, DPRD dan BAZNAS Provinsi. Demikian pula dengan 

hasil penelitian dari Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) yang berjudul 

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi 

Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali) dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan media sosial seperti twitter, 

Instagram dan facebook dalam mempublikasikan kegiatannya, Laporan berkala 

disediakan setiap satu semester maupun tahunan yang diberikan kepada BAZNAS 

provinsi dan PEMKAB Boyolali. kriteria Informasi yang dipublikasikan adalah 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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4.3.2 Pembahasan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran  

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan 

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, 

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. 

Kedua hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan 

peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara 

amanah. Dalam hal ini, Akuntabilitas hukum berkaitan dengan pendirian BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan dengan cara pembagian divisi agar bekerja sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Akuntablitas Hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango diantaranya : 

a. Adanya SK Pendrian BAZNAS Kabupaten Bone Bolango : 

Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 

tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Bone Bolango Periode 2017-2022 

b. Adanya SK pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan : 

(i) Peraturan Bupati Bone Bolango No. 30 tahun 2017 tentang 

pelaksanaan PERDA No. 11 tahun 2012. 
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(ii) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Umum BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022 

c. Pencatatan dan transaksi yang jujur, sehingga pencatatan dana ZIS 

diketahui bukan hanya pada bagian pengumpulan dan pendistribusian 

tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum. 

2. Akuntabilitas proses  

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur 

yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik, baik dari segi 

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur 

administrasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, akuntabilitas proses yang 

dilakukann oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango antara lain : 

a. Prosedur Pengumpulan Zakat 

(i) Mengeluarkan SK UPZ terhadap beberapa OPD di Bone 

Bolango 

(ii) Bendahara tiap OPD menyetorkan dana zakat kepada Bank 

Sulut-Go 

(iii)Muzakki yang belum mencapai nishab, dikenakan infaq. Namun 

pemotongan 2,5% dari penghasilan dilakukan hanya pada saat 

penerimaan gaji 13 

(iv) Muzakki yang ingin membayar infaq secara online, dapat 

menggunakan aplikasi qris. 

b. Prosedur Penyaluran Zakat 
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(i) Pemohon menyampaikan permohonan ke tingkat 

kecamatan/desa,  

(ii) Pemohon mengisi surat pengajuan permohonan melalui surat 

pernyataan dari kades/camat 

(iii)Mengisi Fakta Integritas BAZNAS, Dilengkapi dengan 

Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Foto Usaha,  

(iv) Permohonan akan direkap oleh bagian pendistribusian dan 

pendayagunaan dan akan dilakukan survey secara langsung 

untuk melihat apakah pemohon benar-benar layak untuk 

mendapatkan bantuan. 

(v) Di lakukan pendistribusian. 

c. Prosedur pencatatan akuntansi 

Terkait pencatatan akuntansi semua transaksi BAZNAS baik itu 

pengumpulan maupun pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango menggunakan aplikasi SIMBA, selain itu, sebagai 

pegangan BAZNAS Bone Bolango juga membuat pencatatan 

transaksi secara manual 

3. Akuntabilitas program  

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas program terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan 

apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil 

optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan 
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dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program 

yang dilaksanakan.  

 

Program BAZNAS Bone Bolango untuk pengoptimalan pengumpulan zakat 

salah satunya adalah program 5 menit, 5000 ASN, 500 juta pada tahun 2018 

berlangsung sukses, dimana presentase kenaikan jumlah dana yang terkumpul dari 

tahun 2017 ke 2018 mencapai angka 1000%. 

Terkait pendistribusian, Program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten 

Bone Bolango, sudah disesuaikan berdasarkan 8 asnaf diantaranya : 

a. Bone Bolango Cemerlang (BBC) sebagai program penunjang 

pendidikan 

b. Bone Bolango Sehat (BBS) sebagai program kesehatan untuk kaum 

dhu’afa 

c. Bone Bolango Qurani (BBQ) sebagai program dakwah dan generasi 

quran 

d. Bone Bolango Bermartabat (BBM) sebagai program pendayagunaan 

dan pemberdayaan 

e. Bone Bolango Peduli (BBP) sebagai program kemanusiaan dan 

penanggulangan musibah 

Terkait strategi pelaksanaan programnya, BAZNAS Bone Bolango 

menyusunnya pada saat pelaksanaan RKAT dengan berpedoman pada 

PERBAZNAS. 
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4. Akuntabilitas kebijakan  

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. 

Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan 

laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun 

publik. 

Akuntabilitas Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango adalah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BAZNAS 

Provinsi dan juga pemerintah kabupaten baik itu secara berakala (tiap semester) 

maupun tiap akhir tahun. Namun laporan yang dibuat masih belum memenuhi 

standar PSAK 109, dan juga belum di audit oleh akuntan publik. 

Pertanggungjawaban kepada masyarakatnya adalah dengan mempublikasikan 

kegiatan pendistribusian melalui media ataupun menampilkan pendistribusian 

secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung proses 

kegiatannya dan juga menyampaikan informasi keuangan berupa jumlah dana yang 

terkumpul dan didistribuskan. Dalam hal ini, benuk akuntabilitas yang dilakukan 

oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango lebih bersifat vertikal dan tidak 

horizontal. Dalam artian akuntabilitas vertikal adalah tanggungjawab kepada atasan 

(bupati, BAZNAS Provinsi). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah 

tanggungjawab kepada masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini berbanding lurus dengan 

hasil penelitian dari Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) yang berjudul 

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi 
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Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali) dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Boyolali 

ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS 

Kabupaten/ kota., pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam 

melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam 

pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Demikian pula 

dengan hasil penelitian dari Rizki Gita Sari Putri (2017) yang berjudul Analisis 

Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat 

Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar yang mana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa implementasi akuntabilitas pada BAZ Kota Blitar di tunjukan dengan 

adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang 

ada pada BAZ Kota Blitar dan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari 

penyelenggara kegiatan kepada masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan pada 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mengenai Transparansi dan Akuntabilitas. 

Maka, penulis menarik kesimpulan berikut : 

1. Penerapan Transparansi pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

diantaranya mengungkapkan informasi kepada masyarakat terkait berupa 

jumlah dana yang terkumpul dan di distribusikan pada saat melakukan 

pendistribusian, mempublikasikan hasil kegiatannya melalui media social 

berupa facebook dan juga situs info publik, serta membuat laporan 

pertanggungjawaban secara berkala maupun tahunan yang dapat di akses 

oleh BAZNAS Provinsi dan PEMKAB Bone Bolango namun tidak di dapat 

di akses oleh masyarakat umum. 

2. Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

diantaranya pelaksanaan kegiatannya sudah mematuhi regulasi yang 

dijadikan pedoman, adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan zakat, adanya strategi dalam melaksanakan program, adanya 

pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada BAZNAS 

Provinsi dan PEMKAB Bone Bolango. 
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1.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi 

pengelola zakat dimasa yang akan datang. 

1. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango perlu mempublikasikan laporan 

keuangannya kepada publik. Agar transparansi lebih terjamin 

2. Dalam Pelaporannya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango perlu mengikuti 

standar akuntansi dalam PSAK 109. Dengan mengikuti standar PSAK 109 

memungkinkan nilai aset dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango akan 

meningkat, terutama dalam hal penentuan aset non-kas. 

3. Menerapkan Auditing Laporan Keuangan. Laporan yang teraudit 

membuktikan bahwa hasil laporannya benar-benar akuntabel. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain termasuk 

instansi vertical serta swasta dan juga mengaktifkan unit pengumpul zakat 

di instansi tersebut. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

A. Transparansi 

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan open access 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi? 

2. Informasi Apa sajakah yang dibuka kepada masyarakat? 

3. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempublikasikan 

pelaksanaan kegiatannya kepada publik? 

4. Apa saja media yang digunakan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango untuk 

mempublikasikan informasi kepada publik? 

5. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan tahunan? 

6. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan berkala per 

periode? 

7. Apakah Laporan keuangannya di publikasikan kepada publik? 

B. Akuntabilitas 

1. Apa Landasan Hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? 

2. Apakah ada regulasi terkait pembagian tugas yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Bone Bolango? 

3. Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango dalam hal pengumpulan zakat? 

4. Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat? 

5. Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone 

Bolango terkait pencatatan prosedur akuntansi? 
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6. Program apa sajakah yang dibuat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? 

7. Bagaimana strategi untuk melaksanakan setiap program yang dibuat 

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? 

8. Bagaimana Cara BAZNAS Kabupaten Bone Bolango 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada pemerintah 

ataupun masyarakat? 

9. Bagaimana pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?  

10. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango meng-Audit setiap laporan 

Keuangan? 
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BIOGRAFI PENULIS 

1. Identitas Pribadi 

Nama   : Tri Satrio Utiarahman 

NIM   : E11.17.052 

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Januari 1996 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tinggi Badan  : 161 cm 

Berat Badan  : 50 kg 

Golongan Darah  : A 

Agama   : Islam 

Alamat : Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, 

  Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. 

Nomor HP   : 0822-9188-4317 

Orang Tua  

 Ayah   : H. Ridwan Utiarahman 

 Ibu   : Ha. Fatmah Lasoma, S.Pd 

 

2. Riwayat Pendidikan 

a. Sekolah Dasar Negeri 1 Tingkohubu (2001-2007) 

b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suwawa (2007-2010) 

c. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suwawa (2010-2013) 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
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